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BUPATI KARANGANYAR

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG

"' TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

B DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'BUPATI KARANGANYAR,

,'bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2)

Peraturan P_ernerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang

‘Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
- 2016 tentang ‘Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan

" Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasiénal- Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

‘ " Indonesia, ‘Pejabat ’Negara, dan Penerima Pensiun atau

' Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan B

| '."Hari ‘Raya Kébpada Pegawai vNeg_eri vSipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia; Anggota Kepolisian Negara Republik

- Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan

: Penerima Tunjangan, perlu membentuk Peraturan Bup.ati

tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan

Hari Raya;

S 'lMéhgijrlgat. S Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
4 »Lingkuhgan Provinsi Jawa Tengah ;
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' »Peme'riv-nta‘han Daerah (Lembaran Negara Republik
IndoncSia Tahun 2014 Nofnor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



o

sébagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang '
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Pemcrmtahan Daerah (l.embaran '
Negara Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran }Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286) | |
Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2004 tnetang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan !cmbaran
Republik Indonesia Nomor 4355); | |

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 teritangv
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada PegaWéi Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nas‘ionalv Indonesia, Anggota cholisian
Negara Republik  Indonesia, Pejabat Negara, dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888),

- sebagaimana ‘telah diubah beberapa kali, terakhir

dengén Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
téntang Perubahan'Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberi}an - Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
indonesia, Pejabat Negara, dan Pcnérima' Pensiun
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik [ndoﬁesia‘
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6348); B |



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pehgelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

Pe‘raturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pémberian Tunjangan Hafi Raya Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tehtara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima _Pcnsiun, dan Penerima
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6349);

MEMUTUSKAN :

Menetdpkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI
' ; KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA. '

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

| Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karangahyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dewan = Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten
Karanganyar ya;ig selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan = Perwakilan  Rakyat  Daerah ~ Kabupaten
Karahganyar.

Perangkat Daerah adalah u‘n‘sur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.



10.

11.

12.

Pemerintahan Daerah adalah penyelefxggara urusan
pemerinfahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan 'prinsip otonomi
seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Re‘publik Indonesia
Tahun 1945.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang = memenuhi |

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
| kepegawaian untuk  menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Négara adalah

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Ketua DPRD;

d. Wakil Ketua DPRD;

e. Anggota DPRD. _

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang.
selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyé’r.
Surat Perintah  Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah = dokumen yang diterbitkan
oleh  Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk rhencairkan dana.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh  PPKD selaku Bendahara Umum
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
Anggaran = Pendapatan dan Belanja  Daerah.
berdasarkan SPM.



BABII:*'
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
‘ GAJI KETIGA BELAS

, v Pasal 2 v
. ('1) PNS dan Pejabat Negara dlberlkan ’I‘unjangan Hdm Raya
' Gap dan Tunjangan Ketlga Belas yang bersumber darll
| APBD. S |
- (2) PNS sebagaviména d‘im‘a:ksudipadaiayat v(l) tidak i.crmaéuk .
o PNS ,yavngvsedang rhenjalani cuti di luar tanggungan negara |

R atau ditugaskan di luar inétansi Pemerintah Daerah. -

" BAB o
GaJl KETIGA BELAS

D Paéals'", |
o (1)“ Gaji Ketlga Belas sebagalmana dalam Pasal 2 d:berlkanv_
| ‘sebesar penghasﬂan pada Bulan Jum o . |
2 Penghasﬂan sebageumana dxmaksud pada ayat (1} adalah '

- Penghasﬂan PN S dan Pe_]abat Negara yang terdm darl '
A :gajl pokok , ’ ‘ ’

b.. tunjangan keluarga .

C. tunjanganjabatan atau tunjangan umuim; dan

_ d Tambahan Penghasﬂan Pegawali.
o F(S) Gajl Pokok tunjangan keluarga, tun_]angan Jabatan dan

bl tunjangan umum sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
o | huruf a, huruf b dan huruf c sebagaImana diatur dalam |

ketentuan peraturan perundang undangan gaji. - '

- (4)": ’I‘unjangan Jabatan sebagaimana dxmaksud pada ayat {2)
~ hurufec adalah ’

a. T unjangan J abatén ':Struktu'r‘al‘
 b. "[‘unjangan Jabatarl F‘ungsxonal dan - |
"c. Tunjangan yang | d1samakan | dengan “tunjangan

’struktural



()

(©)

(7)

(1)

{2)

) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud -

pada ayat (2) huruf d adalah Tambahan Penghasilan

Peg‘a'wai,’yang diberikan »tervpisah dari gaji sebagaimana

~ diatur - dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan
 Penghasilan Pegawai. ' ’

- Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko,

‘tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan
khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan,

" tambahan penghaéilan bagi guru PNS, insentif khusus,

tunjangain selisih penghasilan, dan tunjangan lain sejenis

~dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaja(

serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan'

peraturan pemndang-undangan atau peraturan Iam dlluar

_'_sebagaxmana dimaksud pada ayat (3}.

Penghasilan sebagalmana dlmaksud pada ayat

- {2) tidak dlkenakan potongan iluran dan/ atau

potongan lain selam ' potongan pajak pcng,hasxlan

berdasarkan peraturan peurndang-undangan.

_Penghasﬂan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)"

dikenakan pajak penghasilan sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ditangguhg Pemerintah Daerah.

Pasal 4

' Pemberian Gaji pvokok, t’unbjangén’ keluarga, tunjangan

jabatan atau tunjangan umum Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan
hurufc dlbayarkan pada Bulan Juni.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kétiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ‘dibay:l:trkan‘} o

pada Bulan Juni.



(1)

(2)

(1)

(2)

3

PasalS ,
Dalam hal PNS dan Pejabat Ncgara menerima  lebih darn
satu jenis penghasilan sebagaxmana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah

-satu yang jumlahnya paling menguntungkan.

Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu

‘jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut

rnerupakan utang dan wajib mengemballkan kepada Kas
Daerah sesuau ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

BAB IV ,
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal6
Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara
sebagaimana dimaksud dalavfm Pasal 2 yaitu sebesar

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan scbelum

- Hari Raya ‘

Dalam hal penghasilan 1 (satu} bulan pada 2 (dua} bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada .
ayat (1) belum dibayarkan sebesar pengahasilan yang
- seharusnyav diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada‘ yang bersangkutan tetap dlbemkan selisih
kekurangan ’I‘un3angan Hari Raya '
Penghasilan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) adalah
| Penghasxlan»PNS dan Pejabat Negara yang terdiri dari: ‘
a. gaji pokok; -
- b, tunjangan keluarga;
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
dan '

'~ d. Tambahan Penghasilan Pegawai.




(4)

()

(6)

(7)

- (8

&)

Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau

tunjangan umum sebégaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan gaji.

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf ¢ adalah: '

a. Tunjangan Jabatan Struktural;

b. Tunjangan Jabatan Fungsional; dan

c. Tunjangan yang disamakan dengan tunjangan
struktural, -

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d adalah Tambahan Penghasilan

Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

tentang ’I‘ambahanvPengvhasilan Pegawai. »

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan

resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau

tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan

kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS,

“insentif khusus, tunjaﬁgan selisih penghasilan, dan . -

tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan

‘ kopehsasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

~undangan atau peraturan lain di luar sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan potongan iuran  dan/atau
potongan lain selain pajak penghasilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. |
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan pajak pénghasilan sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 7 »
Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari

satu jenis penghasilan "sebagaimana dimaksud dalam

~ Pasal 6 ayat (3), maka Tunjangan Hari Raya diberikan

salah satu yang jumlahnya paling menguntungkan.

Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu

jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut

merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal

dunia/tewas diberikan THR sebesar Gaji Terusan.

BABV

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN: |

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai dari Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang

Tambahan Penghasilan PegaWai. .

(1)

2

3

(4)

Pasal 9

Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilakukan pada bulan

Juni.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling

 cepat 10 (sepuluh) hari sebelum hari raya.

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji

Ketiga Belas diberikan dengan perhitungan Tambahan

Penghasilan Pegawai Bulan Mei yang dibayarkan pada

Bulan Juni.

- Pembayaran = Tambahan Penghasilan Pegawai dari

Tunjangan Hari Raya diberikan dengan perhitungan

. sebagéi berikut:



)

. Bendahara Umum Daerah menerbltkan SP2D

‘a. apabila 'd‘ib’ayérkan'f "s“eb‘e‘lvurh ~ hari raya maka
p’erhituﬁgan” yang digunakan adalah _pcmbayaran
Tambahan Penghasﬂan Pegawat © (dua) . bulan

sebelum bulan Hari Raya dan

" b. apabila - dlbayarkan sctelah hari vrayd maka

perhltungan yang d1gunakan adalah pembayaran
" ‘vTambahan Penghasﬂan ‘ Pegawal 1 (satu)‘ bulan

,_ sebelum bulan Hari Raya

Pasal 10
Kepala Perangkat Daerah mengajukan SPM Pembayaran
Gaji Ketlga Belas dan TunJangan Ham Raya kepada
Kepala Satuan Kerja Pengclola Keuangan Daerah A

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Pasal 11

v SPM GaJ1 Ketlga Belas dan ’I‘unjangan Hari Raya sebaga1mana’ |
"dlmaksud dalam Pdsal 10 ayat {1} dlbuat secara tcrplsah

- dengan r1nc1an sebagal ber1kut

Ca.

'SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok
:tun_]angan. keluarga, tunjangan jabatan ‘atau tunjangan
umum; L o ‘ . o
~ SPM Tambahan Penghasﬂan Pegawau dari Ga_]l Ketiga Belas » :

’ w,untuk pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawm

SPM ’I‘umangan Harl Raya Gaji - untuk pembayaran gaji

"pokok tunjangan keluarga, tun_]angan Jabatcm » atau'*

tunjangan umum; dan ”

'SPM Tambahan Penghasﬂan Pegawal dari ’I‘unjangan Har1 '

i Raya untuk pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawal




Pasal 12

Tata Cara Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilaksanakari

sesuai dengan ketentuan Sistem dan Prosedur Penatausahaan

Keuangan Daerah.

Pasal 13 |

Pertanggungjawaban pemberian Gaji Kétiga Belas dan

Tunjangan Hari Raya dibuat terpisah untuk:

a.

Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji pokok tunjangan

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

. Pembayaran Tambahan Pcnghasﬂan Pegawai dari Gaji

Ketiga Belas;

. Pembayaran = Tunjangan ‘Hari Raya dari gaji pokok,

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan

“umum,; dan

. Pembayaran Tambahan Penghasnlan Pegawai dari Tunjangan

" Hari Raya

(1)

.

BABVI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14 |
Kepala Perangkat: Daerah melaksanakén pengendalian
internal terhadap pembayaran-'Gaji Ketiga Belas dan
Tunjangan Hari Raya. v
Peﬂgendaﬁan Internal s'eb‘agaimana dimaksud pada ayat
(1) dllaksanakan sesuai ketentuan peraturan pcrundang—

undangan



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

_ Pasal 15 _ o
Per’aturan'Bupatib ini mulai berlaku pada tanggal diundarigkan.

- Agar setiap orang mengetahuiny'a, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempabtannyé

~dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO
Dibundahgkanudi Karangariyar |
pada tanggal 17 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TTD '

~ SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

- SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Ba bian Hukum
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